Uni versitas Indonesia Library >> U - Skripsi Menbership

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Y ang Beritikad Baik Dalam
Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT X
Dengan Badan Publik Y) = Legal Protection For Parties With Good
Faith in Governmentas Procurement of Goods and Services (Case Study
of PT X and Public Agency Y)

AmaliaMuthy Afifa, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20521478& lokasi=lokal

Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan dasar suatu kontrak. Penandatanganan dan pengendalian
kontrak tersebut dilakukan oleh pihak yang mewakili Pemerintah. Pemerintah tetap memiliki kedudukan
dalam kontrak pasca kontrak tersebut ditandatangani. Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat yang
mengendalikan kontrak tidak dapat mel akasanakan kewajibannya akibat terjerat perkara pidana tidak
membuat kontrak berakhir, serta mengharuskan adanya pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian
kontrak. Dalam kontrak pengadaan 36 unit single bus antara PT X dan Badan Publik Y, PPK dalam
pengadaan tersebut tersangkut perkara korupsi. Hal tersebut mengakibatkan PT X membutuhkan
perlindungan hukum mengenai penyelesaian kontraknya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian
yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Penelitian ini memiliki hasil bahwa
Badan Publik Y merupakan pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang harus bertanggung jawab
dalam pengendalian kontrak pasca PPK terjerat perkara pidana dengan menunjuk pejabat atau PPK yang
baru.

...... The procurement of goods and services is conducted on the basis of a contract. The signing and control
of the contract is carried out by a party representing the Government. The government retains a position as a
party in the contract after the contract is signed. Pgjabat Pembuat Komitmen has no longer has authority on
implementation of the contract as aresult of a criminal case. It does not terminate the contract, and requires
aparty to be liable for controlling the contract. In the contract for the procurement of 36 single buses
between PT X and Public Agency Y, PPK and all elementsin the procurement were involved in corruption
cases. Thisresulted in PT X requiring legal protection regarding the completion of its contract. This research
was conducted using a normative juridical research method. Data collection is done with secondary data.
The result of this research isthe Public Agency Y isa party to the contract for the procurement of goods and
services that must be responsible for controlling the contract with a designation of new PPK after the former
PPK is caught in acriminal case.</p>
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